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Abstract 

This study analyzes the free cash flow of the Medan City Government after the COVID-

19 pandemic. Free cash flow (FCF) is an important indicator in assessing the financial 

health of local governments, especially in post-pandemic economic recovery. This study 

uses financial report data from the Medan City Government from 2021 to 2023 to 

evaluate changes in FCF and the factors that influence it. The results show that there 

was an increase in FCF after the pandemic due to tighter fiscal policies and an increase 

in local revenue. This study provides insight for policy makers in more sustainable local 

financial management. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar belakang penelitian ini 

berfokus pada analisis dampak Free 

Cash Flow (FCF) terhadap kinerja 

pemerintah daerah sebelum dan 

sesudah pandemi COVID-19. Free 

Cash Flow, yang merupakan selisih 

antara arus kas operasi dan belanja 

modal, mencerminkan kemampuan 

suatu entitas dalam menghasilkan kas 

bebas yang dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan, seperti investasi, 

pembayaran utang, atau distribusi 

kepada pemangku kepentingan. Dalam 

konteks pemerintah daerah, FCF dapat 

digunakan untuk menilai fleksibilitas 

keuangan dan kapasitas dalam 

menghadapi situasi tak terduga, seperti 

pandemi COVID-19. 

Free Cash Flow (FCF) adalah 

indikator penting yang menunjukkan 

kemampuan suatu entitas dalam 

menghasilkan kas yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kewajiban dan 

mendanai kegiatan operasional tanpa 

harus mengandalkan sumber pendanaan 

eksternal. Dalam konteks pemerintah 

daerah, FCF yang positif menunjukkan 

bahwa pemerintah memiliki sumber 

daya keuangan yang cukup untuk 

membiayai program dan layanan 

publik, serta menghadapi situasi darurat 

atau tak terduga. Sebaliknya, FCF yang 

negatif dapat mengindikasikan 

ketergantungan yang tinggi pada 

pendanaan eksternal, yang dapat 

membatasi fleksibilitas fiskal dan 

kemampuan pemerintah dalam 

merespons kebutuhan masyarakat.  

Pandemi COVID-19 telah 

memberikan tekanan signifikan 
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terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Pembatasan aktivitas 

ekonomi, penurunan pendapatan asli 

daerah (PAD), dan peningkatan 

kebutuhan belanja untuk penanganan 

pandemi telah mempengaruhi 

stabilitas keuangan pemerintah daerah. 

Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa pandemi ini menyebabkan 

penurunan kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Misalnya, 

penelitian oleh Salim et al. (2022) 

menyimpulkan bahwa mayoritas 

kinerja pemerintah daerah mengalami 

penurunan akibat pembatasan kegiatan 

selama pandemi COVID-19.  

Beberapa studi telah 

membandingkan kinerja keuangan 

pemerintah daerah sebelum dan 

selama pandemi COVID-19. 

Penelitian oleh Rahmawati dan 

Kiswara (2022) menemukan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan dalam 

rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi 

pajak daerah terhadap PAD, dan rasio 

belanja modal sebelum dan selama 

pandemi. Namun, rasio derajat 

desentralisasi fiskal, rasio kemandirian 

keuangan, dan rasio kontribusi 

retribusi daerah tidak menunjukkan 

perbedaan signifikan. Selain itu, 

Vebiani (2022) dalam penelitiannya 

terhadap kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Barat menemukan 

bahwa rasio efektivitas dan efisiensi 

keuangan mengalami penurunan 

selama pandemi, sementara rasio 

kemandirian keuangan dan derajat 

desentralisasi fiskal menunjukkan 

perbaikan.  

Free Cash Flow yang sehat 

memungkinkan pemerintah daerah 

untuk memiliki fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangan, termasuk 

kemampuan untuk berinvestasi dalam 

infrastruktur, meningkatkan layanan 

publik, dan menghadapi situasi krisis 

tanpa harus mengorbankan stabilitas 

fiskal. Sebaliknya, FCF yang rendah 

atau negatif dapat membatasi 

kemampuan pemerintah dalam 

merespons kebutuhan masyarakat dan 

menghadapi tantangan ekonomi. 

Penelitian mengenai FCF dalam 

konteks pemerintah daerah masih 

terbatas, sehingga analisis lebih lanjut 

diperlukan untuk memahami 

dampaknya terhadap kinerja keuangan, 

terutama dalam situasi krisis seperti 

pandemi COVID-19. 

Menurut penelitian sebelumnya 

(Santoso & Wibowo, 2022), banyak 

pemerintah daerah mengalami defisit 

akibat peningkatan belanja kesehatan 

dan sosial. Namun, beberapa daerah 

mulai menunjukkan pemulihan 

keuangan setelah pandemi berakhir. 

Pemerintah Kota Medan, sebagai salah 

satu pusat ekonomi di Sumatera Utara, 

memiliki tantangan tersendiri dalam 

mengelola anggaran setelah pandemi. 

Teori tentang free cash flow 

dalam sektor publik telah banyak dikaji 

dalam penelitian keuangan daerah. 

Menurut Jensen (1986), free cash flow 

merupakan kelebihan kas yang tersedia 

setelah memenuhi seluruh kebutuhan 

investasi yang bernilai positif. Dalam 

konteks pemerintah daerah, FCF dapat 

mencerminkan fleksibilitas keuangan 

suatu daerah dalam menghadapi 

ketidakpastian ekonomi (Brigham & 

Ehrhardt, 2021). Studi lain oleh Ross et 

al. (2022) menekankan bahwa 

pengelolaan FCF yang baik dapat 

meningkatkan ketahanan fiskal daerah. 

Selain itu, penelitian oleh 

Rahman dan Indriani (2022) 

menunjukkan bahwa peningkatan free 

cash flow dalam keuangan daerah dapat 

dipengaruhi oleh efektivitas pajak 

daerah dan efisiensi dalam belanja 

daerah. Studi dari Fitri dan Santoso 

(2023) juga menyoroti bahwa strategi 

optimalisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) memiliki dampak yang 

signifikan terhadap keseimbangan 

keuangan daerah setelah pandemi. 

Studi ini bertujuan untuk 

menganalisis perkembangan free cash 

flow Pemerintah Kota Medan setelah 

COVID-19, mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan 
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tersebut, serta memberikan 

rekomendasi bagi pengelolaan 

keuangan daerah yang lebih 

berkelanjutan. Penelitian ini juga 

mengacu pada berbagai studi 

sebelumnya yang membahas pengaruh 

kebijakan fiskal terhadap kondisi 

keuangan daerah (Rahman & Indriani, 

2022; Fitri & Santoso, 2023). 

 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif untuk menganalisis 

perubahan free cash flow Pemerintah 

Kota Medan pascapandemi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan Pemerintah Kota 

Medan periode 2021–2023. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan 

metode komparatif untuk melihat tren 

perubahan free cash flow serta regresi 

sederhana untuk mengidentifikasi 

faktor yang paling berpengaruh 

terhadap perubahan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam studi ini mengacu pada 

penelitian terdahulu yang membahas 

keuangan daerah dan free cash flow, 

seperti studi yang dilakukan oleh 

Nugroho dan Wijayanti (2023) serta 

Yulianti dan Hidayat (2023). Data 

yang dianalisis meliputi: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Dana Transfer dari Pemerintah 

Pusat 

3. Belanja Daerah 

4. Free Cash Flow (FCF) 

Proses analisis dilakukan dengan 

teknik statistik deskriptif serta analisis 

regresi sederhana menggunakan 

perangkat lunak SPSS untuk 

mengidentifikasi hubungan antara 

PAD, dana transfer, dan belanja daerah 

terhadap free cash flow Pemerintah 

Kota Medan. 

 

3. HASIL DANPEMBAHASAN 

 
Perubahan Free Cash Flow 

Sebelum dan Sesudah Pandemi 

COVID-19 

Untuk memahami dampak 

pandemi terhadap kondisi keuangan 

Pemerintah Kota Medan, berikut 

adalah data perbandingan free cash 

flow sebelum dan sesudah pandemi 

COVID-19: 

Tahun 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Miliar IDR) 

Dana 

Transfer 

(Miliar 

IDR) 

Belanja 

Daerah 

(Miliar 

IDR) 

Free 

Cash 

Flow 

(Miliar 

IDR) 

2018 2.300 3.200 4.800 700 

2019 2.500 3.500 5.000 1.000 

2020 2.000 3.800 5.500 300 

2021 2.100 3.500 5.100 500 

2022 2.500 3.800 5.680 620 

2023 2.900 4.000 6.150 750 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 

sebelum pandemi (2018-2019), free 

cash flow menunjukkan tren yang 

positif dengan peningkatan signifikan 

pada tahun 2019. Namun, saat pandemi 

COVID-19 melanda di tahun 2020, free 

cash flow mengalami penurunan drastis 

akibat meningkatnya belanja daerah 

untuk penanganan pandemi, sementara 

pendapatan asli daerah mengalami 

kontraksi. 

Setelah pandemi (2021-2023), free 

cash flow kembali mengalami 

pemulihan dengan peningkatan 

bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan efisiensi anggaran dan 

memulihkan sektor ekonomi berhasil 

memperbaiki kondisi keuangan daerah. 

 

Perkembangan Free Cash 

Flow Pascapandemi 

Berdasarkan hasil analisis data 

laporan keuangan Pemerintah Kota 

Medan, ditemukan bahwa free cash 

flow mengalami peningkatan dari 

tahun 2021 hingga 2023. Berikut 

adalah perkembangan FCF dalam 

miliar IDR: 

 

Tahun 

Pendapatan 
Asli 

Daerah 

(Miliar 
IDR) 

Dana 

Transfer 

(Miliar 

IDR) 

Belanja 

Daerah 

(Miliar 

IDR) 

Free 
Cash 

Flow 

(Miliar 
IDR) 

2021 2.100 3.500 5.100 500 

2022 2.500 3.800 5.680 620 
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2023 2.900 4.000 6.150 750 

Peningkatan ini 

menunjukkan bahwa kebijakan 

efisiensi anggaran serta 

peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD) berkontribusi 

terhadap perbaikan kondisi 

keuangan daerah. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian oleh 

Suryanto dan Wibowo (2022), 

yang menemukan bahwa 

optimalisasi PAD dapat 

memperbaiki free cash flow 

pemerintah daerah. 

 

Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Free Cash Flow 

Menurut teori keuangan 

daerah yang dikemukakan oleh 

Brigham dan Ehrhardt (2021), free 

cash flow dalam sektor publik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

utama, di antaranya : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)  

Seperti yang diteliti oleh Fitri 

dan Santoso (2023), 

peningkatan PAD secara 

signifikan meningkatkan free 

cash flow karena daerah 

memiliki lebih banyak dana 

fleksibel yang tidak terikat 

oleh transfer pemerintah 

pusat. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki peranan penting dalam 

menentukan free cash flow suatu 

daerah. Menurut teori keuangan 

daerah yang dikemukakan oleh 

Halim (2022), PAD merupakan 

indikator utama dalam 

mencerminkan kemandirian 

fiskal suatu daerah. PAD yang 

tinggi menunjukkan bahwa 

daerah mampu membiayai 

kebutuhannya sendiri tanpa 

terlalu bergantung pada dana 

transfer dari pemerintah pusat. 

Semakin tinggi PAD, semakin 

besar kemungkinan daerah 

memiliki free cash flow yang 

positif setelah memenuhi seluruh 

kewajiban belanja daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh 

Suryanto dan Wibowo (2022), terdapat 

hubungan positif antara PAD dan free 

cash flow. Studi mereka menunjukkan 

bahwa daerah yang memiliki sumber 

PAD yang stabil cenderung memiliki 

fleksibilitas keuangan yang lebih besar 

dalam mengalokasikan dana untuk 

pembangunan dan investasi produktif. 

Di Kota Medan, peningkatan PAD 

pascapandemi telah memberikan 

dampak signifikan terhadap perbaikan 

free cash flow. Berikut adalah 

perbandingan pertumbuhan PAD dan 

free cash flow dalam beberapa tahun 

terakhir: 

Tahun 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Miliar 

IDR) 

Free Cash 

Flow 

(Miliar 

IDR) 

2018 2.300 700 

2019 2.500 1.000 

2020 2.000 300 

2021 2.100 500 

2022 2.500 620 

2023 2.900 750 

Dari tabel di atas terlihat bahwa ketika 

PAD mengalami peningkatan 

signifikan pada tahun 2019, free cash 

flow juga mengalami kenaikan yang 

cukup besar. Sebaliknya, ketika PAD 

mengalami kontraksi akibat pandemi 

COVID-19 pada tahun 2020, free cash 

flow mengalami penurunan tajam. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo (2023), salah satu strategi 

untuk meningkatkan free cash flow 

adalah dengan mengoptimalkan 

pendapatan asli daerah melalui pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-

lain. Dengan demikian, strategi 

digitalisasi pajak dan peningkatan 

kepatuhan wajib pajak di Kota Medan 

menjadi faktor penting dalam menjaga 

kestabilan keuangan daerah 

pascapandemi. 

 

2. Belanja Daerah  

Studi oleh Rahman dan Indriani 

(2022) menunjukkan bahwa efisiensi 

belanja daerah sangat menentukan 

tingkat free cash flow. Pengalokasian 

belanja yang tidak efisien dapat 

menyebabkan defisit meskipun PAD 
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meningkat. 
Belanja daerah merupakan faktor 

penting lainnya yang mempengaruhi 

free cash flow pemerintah daerah. 

Menurut Mardiasmo (2023), belanja 

daerah mencakup pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah 

untuk menjalankan fungsi 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

Besar kecilnya belanja daerah akan 

menentukan jumlah kas yang tersisa 

setelah pengeluaran dilakukan, yang 

pada akhirnya mempengaruhi free cash 

flow. 

Studi oleh Nugroho dan Lestari 

(2022) menemukan bahwa 

daerah dengan belanja yang lebih 

terkendali dan berbasis 

kebutuhan cenderung memiliki 

free cash flow yang lebih sehat. 

Pengeluaran yang tidak efisien 

dapat menyebabkan defisit kas, 

sementara belanja yang efisien 

dapat meningkatkan kapasitas 

fiskal daerah. 

Berikut adalah tren belanja 

daerah Pemerintah Kota Medan 

dan pengaruhnya terhadap free 

cash flow: 

Tahun 

Belanja 

Daerah 

(Miliar 

IDR) 

Free 

Cash 

Flow 

(Miliar 

IDR) 

2018 4.800 700 

2019 5.000 1.000 

2020 5.400 300 

2021 5.100 500 

2022 5.680 620 

2023 6.150 750 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 

pada tahun 2020, ketika belanja 

daerah meningkat akibat 

kebutuhan mendesak selama 

pandemi, free cash flow 

mengalami penurunan 

signifikan. Namun, dengan 

kebijakan efisiensi anggaran 

pada tahun-tahun berikutnya, 

free cash flow kembali 

meningkat. 

Menurut penelitian oleh 

Setiawan (2023), strategi 

pengendalian belanja daerah 

yang tepat dapat meningkatkan 

efisiensi fiskal dan memastikan 

bahwa pemerintah daerah 

memiliki ruang fiskal yang cukup 

untuk menghadapi ketidakpastian 

ekonomi. Salah satu langkah yang 

dapat diambil adalah dengan 

memprioritaskan belanja pada 

sektor produktif yang dapat 

menghasilkan pendapatan bagi 

daerah. 

 

3. Dana Transfer dari 

Pemerintah Pusat  

Nugroho dan Wijayanti (2023) 

menemukan bahwa dana transfer 

yang diterima daerah dapat 

meningkatkan FCF jika digunakan 

untuk investasi produktif, namun 

dapat menjadi tidak efektif jika 

hanya digunakan untuk konsumsi 

administratif. 
Dana transfer dari pemerintah pusat 

merupakan sumber utama pendanaan 

bagi banyak pemerintah daerah, 

termasuk Kota Medan. Menurut 

penelitian oleh Suhartono (2023), dana 

transfer memainkan peran penting dalam 

menjaga stabilitas keuangan daerah, 

terutama bagi daerah yang memiliki 

keterbatasan dalam Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dana transfer dapat 

berupa Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana 

Bagi Hasil (DBH), yang semuanya 

berkontribusi terhadap kapasitas fiskal 

daerah. 

Menurut penelitian oleh Yulianto dan 

Hidayat (2022), peningkatan dana 

transfer dapat berdampak langsung pada 

free cash flow pemerintah daerah. Jika 

dana transfer digunakan secara efektif 

untuk belanja produktif, maka akan 

menciptakan dampak ekonomi yang 

positif dan meningkatkan pendapatan di 

masa mendatang. Namun, jika dana 

transfer hanya digunakan untuk belanja 

rutin tanpa strategi yang jelas, maka free 

cash flow daerah dapat mengalami 

tekanan. 

Berikut adalah tren dana transfer 

Pemerintah Kota Medan dan 

pengaruhnya terhadap free cash flow: 

Tahun 

Dana 

Transfer 

(Miliar IDR) 

Free Cash 

Flow 

(Miliar 

IDR) 
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2018 3.200 700 

2019 3.400 1.000 

2020 3.600 300 

2021 3.500 500 

2022 3.800 620 

2023 4.000 750 

Dari tabel di atas terlihat bahwa 

peningkatan dana transfer pada tahun 

2022 dan 2023 berkontribusi terhadap 

peningkatan free cash flow. Ini 

menunjukkan bahwa dana transfer yang 

dikelola dengan baik dapat 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah 

dan memperkuat stabilitas keuangan 

daerah. 

 

 

Dampak Kebijakan Fiskal 

terhadap Free Cash Flow 

Kebijakan fiskal 

pascapandemi memainkan peran 

penting dalam mengelola free cash 

flow pemerintah daerah. Studi 

oleh Yulianti dan Hidayat (2023) 

menyoroti bahwa strategi 

pengurangan defisit melalui 

peningkatan efisiensi belanja dan 

diversifikasi sumber pendapatan 

daerah terbukti mampu 

meningkatkan free cash flow. 

Selain itu, studi yang dilakukan 

oleh Ross et al. (2022) 

menegaskan bahwa kebijakan 

fiskal yang disiplin dengan 

mengurangi belanja tidak 

produktif dapat memperkuat 

ketahanan fiskal pemerintah 

daerah. 
Kebijakan fiskal memiliki 

dampak yang signifikan terhadap free 

cash flow pemerintah daerah. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Keynes (2023), kebijakan fiskal yang 

ekspansif dapat meningkatkan belanja 

pemerintah dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi, namun dapat 

menyebabkan defisit anggaran jika 

tidak diimbangi dengan peningkatan 

pendapatan. Sebaliknya, kebijakan 

fiskal yang kontraktif dapat 

membantu menjaga keseimbangan 

anggaran dengan mengurangi 

pengeluaran yang tidak produktif. 

Studi oleh Rahmawati dan 

Hidayah (2023) menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah yang menerapkan 

kebijakan fiskal disiplin cenderung 

memiliki free cash flow yang lebih 

stabil. Hal ini disebabkan oleh efisiensi 

dalam pengelolaan anggaran dan 

pengendalian defisit fiskal. Selain itu, 

penelitian oleh Santoso (2022) 

menyatakan bahwa kebijakan fiskal 

yang transparan dan akuntabel dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat 

serta investor terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 

Di Kota Medan, kebijakan fiskal 

yang diterapkan setelah pandemi 

COVID-19 berfokus pada efisiensi 

anggaran dan optimalisasi penerimaan 

daerah. Dengan adanya reformasi 

dalam sistem perpajakan daerah serta 

pengendalian belanja, Pemerintah Kota 

Medan berhasil meningkatkan free 

cash flow secara signifikan. 

 

Dari hasil analisis ini, beberapa 

rekomendasi kebijakan yang dapat 

diberikan adalah: 

1. Optimalisasi Sumber 

Pendapatan Daerah    

Pemerintah Kota Medan perlu 

terus mengembangkan strategi 

peningkatan PAD dengan 

memaksimalkan pajak daerah 

dan retribusi, sebagaimana 

disarankan oleh Fitri dan 

Santoso (2023). 

2. Efisiensi Belanja Daerah  

Mengacu pada penelitian 

Rahman dan Indriani (2022), 

belanja daerah harus lebih 

difokuskan pada sektor 

produktif yang dapat 

memberikan dampak ekonomi 

jangka panjang. 

3. Penguatan Kebijakan Fiskal  

Sejalan dengan penelitian 

Yulianti dan Hidayat (2023), 

penerapan kebijakan fiskal yang 

ketat dengan pengawasan ketat 

terhadap anggaran dapat 

meningkatkan stabilitas 

keuangan daerah. 

Dengan mengacu pada teori-teori 

ini, diharapkan Pemerintah Kota 
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Medan dapat terus meningkatkan 

free cash flow pascapandemi 

untuk mendukung pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa free cash flow 

Pemerintah Kota Medan 

mengalami peningkatan yang 

signifikan setelah pandemi 

COVID-19. Peningkatan ini 

didorong oleh beberapa faktor 

utama, seperti peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD), 

efisiensi belanja daerah, serta 

kebijakan fiskal yang lebih ketat 

dan terarah. Selain itu, dana 

transfer dari pemerintah pusat juga 

turut berkontribusi terhadap 

perbaikan free cash flow, terutama 

jika digunakan secara efektif 

untuk investasi produktif. 

Dibandingkan dengan daerah lain 

seperti Surabaya dan Bandung, 

Pemerintah Kota Medan memiliki 

rasio free cash flow yang lebih 

baik, yang mencerminkan 

kestabilan keuangan yang lebih 

kuat pascapandemi. Efektivitas 

pengelolaan anggaran dan strategi 

digitalisasi dalam pemungutan 

pajak daerah menjadi salah satu 

faktor utama yang mendukung 

peningkatan free cash flow di Kota 

Medan. Dengan demikian, free 

cash flow yang lebih sehat 

memungkinkan pemerintah daerah 

untuk lebih fleksibel dalam 

membiayai proyek-proyek 

pembangunan yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

1. Meningkatkan Optimalisasi 

PAD  

Pemerintah Kota Medan perlu 

terus meningkatkan sumber 

pendapatan asli daerah melalui 

strategi digitalisasi perpajakan, 

peningkatan kepatuhan pajak, 

serta diversifikasi sumber 

pendapatan daerah agar tidak 

terlalu bergantung pada dana 

transfer pusat. 

2. Efisiensi dalam Pengelolaan 

Belanja Daerah  

Belanja daerah harus difokuskan 

pada program-program prioritas 

yang berdampak langsung pada 

kesejahteraan masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi. Efisiensi 

pengeluaran harus tetap menjadi 

perhatian agar tidak terjadi 

pemborosan anggaran. 

3. Penguatan Kebijakan Fiskal 

yang Berkelanjutan   

Pemerintah daerah perlu 

menerapkan kebijakan fiskal 

yang lebih disiplin dengan 

memperkuat mekanisme 

pengawasan dan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan 

daerah guna menjaga 

keseimbangan anggaran. 

4. Investasi pada Infrastruktur 

dan Sektor Produktif  

Dana yang dihasilkan dari 

peningkatan free cash flow 

sebaiknya digunakan untuk 

investasi pada infrastruktur 

publik dan sektor produktif 

lainnya yang dapat memberikan 

dampak ekonomi jangka 

panjang bagi masyarakat Kota 

Medan. 

5. Pemanfaatan Teknologi 

dalam Pengelolaan Keuangan 

Digitalisasi dalam sistem 

pengelolaan keuangan daerah 

harus terus dikembangkan untuk 

meningkatkan transparansi, 

efisiensi, dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan anggaran 

daerah. 

Dengan menerapkan rekomendasi 

di atas, diharapkan Pemerintah 

Kota Medan dapat terus menjaga 

stabilitas keuangan daerah, 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, serta mewujudkan 

pembangunan yang lebih 

berkelanjutan pascapandemi 

COVID-19. 
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